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Abstrak 
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan 
banyak dari anggota masyarakat yang mengunakan sistem hukum Islam. 
Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan 
dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan 
yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan 
umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Dari 
uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan 
gender. 
Kata Kunci: Hukum; Waris; Islam; adil; gender. 
 
Pendahuluan 
Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara 
laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan 
mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya 
saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah 
keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli 
waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang 
kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. 
Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara 
dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran 
laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. 
Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan sebagai konco winking yang hanya 
bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring 
dengan perubahan zaman. 
Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga 
puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial, 
yang dahulu perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah 
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tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran 
perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan 
dalam masyarakat. 
Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga 
ambigu. Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif 
manusia. Ia melakukan rasionalisasi pasar pemisahan yang domestik dan pribadi 
dari yang publik dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan kuat akan keberhasilan 
telah mengabaikan gagasan-gagasan tradisional tentang penghasilan keluarga yang 
bertumpu pada laki-laki serta memaksa perempuan dari kelas bawah dan 
selanjutnya sejumlah kaum perempuan kelas menengah untuk bekerja. 
Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi 
perempuan termasuk kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang 
dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis 
kelamin laki-laki menjadi kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara 
laki-laki dan perempuan akan tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan 
teknologi dimana pekerjaan tidak harus mengunakan tenaga yang besar tetapi 
dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan.1 
Kapitalisme industri telah menghancurkan unit kerja suami dan istri, 
awalnya perempuan setidaknya telah menjadi lebih tergantung kepada laki-laki 
bagi keberlangsungan ekonominya. Pernikahan bagi perempuan, menurut 
Hamilton, telah menjadi tiket perempuan untuk memperoleh kehidupan walau 
kadang kala sama sekali tidak mencukupi. Kapitalisme dan patriarki merupakan 
dua sistem yang saling berkaitan. Karenanya, ada hubungan antara pembagian 
kerja dan upah dan kerja domestic. Pembagian kerja domestik yang hirarkis terus 
dihidupkan oleh keluarga telah mengenyampingkan peranan produktif tradisional 
bagi keberlangsungan dan kebaikan dalam masyarakat. Dahulu wanita hanya 
sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. 
Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung perekonomian 
keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita 
_____________ 
1Fakih Mansor, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), 
hal. 50 
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merupakan sebagai makhluk kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya 
dengan laki-laki,2 begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan. 
Sebab di dalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang 
tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. 
Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang 
sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membeda-bedakan jenis 
kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum 
feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang 
berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat 
berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab 
terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah 
mengalami perubahan yang berarti.3 Kini laki-laki tidak satu-satunya pencari 
nafkah dalam keluarga. 
Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman 
jahiliah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan 
menganut sistem patrilinial dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. 
Karena masyarakat pada zaman jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah 
yang dapat mengumpulkan harta, maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. 
Dengan diturunkanya Islam maka wanita mempunyai hak yang sama kuat di dalam 
hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sejak diturunkanya surat an-Nisa ayat 
7, yang artinya: “laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya 
dan wanitapun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya 
dan kerabatnya.” 
Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di 
masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran 
perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula 
mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan 
_____________ 
2Herry Santoso, Idiologi Patriarki dalan Ilmu-Ilmu Sosial, Proyek Penelitian (Yogyakarta: 
PSW UGM, 2001), hal. 78 
3Bambang Sugiharto, Post Modern Tantangan Bagi Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 
hal. 100 
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keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan 
perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam, laki-laki mendapat bagian yang 
lebih banyak dari perempuan. 
Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan perhitungan hak waris 
antara laki-laki dengan perempuan maka permasalahan yang diajukan adalah 




1. Hukum Waris Islam 
Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau 
warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih 
lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya 
Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan 
dan irsan. Sedangkan kata warisan adalah orang yang mendapat warisan atau 
pusaka. 
Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaaan kata Mawaris, 
bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan 
kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata 
mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata 
mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, 
Rasullulah bersabda: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari 
pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang”. (HR Ahmad).4 
Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi 
karena apabila ada kematian”. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi 
warisan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan: “warisan adalah soal apakah dan 
bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 
seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih 
_____________ 
4Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas HartaTinggalan, 
(Beirut:Dar al-jal, 1973), hal. 168 
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hidup.” Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris 
sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan. 
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 
Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum 
kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut:5 
a. Asas Ijbari 
Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan 
sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya 
peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi 
dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan 
kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara 
otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas Ijbari ini dapat dilihat dari 
berbagai segi yaitu: 1) Dari peralihan harta; 2) dari segi jumlah harta yang beralih; 
3) dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas Ijbari ini dapat 
dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur’an, surat An-Nisa ayat 7 yang 
menyelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari 
harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat 
tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris. 
b. Asas Bilateral 
Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima 
hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis 
keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas 
dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, 
antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh 
warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan 
mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga 
berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu). 
_____________ 
5Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap danPraktis, 
(Jakarta:Sinar Grafika, 1995), hal. 37 
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c. Asas Individual 
Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) 
berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan 
demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak 
mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat 
dijumpai dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan 
bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu. 
d. Asas Keadilan Berimbang 
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak 
dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan 
kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin 
tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam 
ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179. 
3. Kewarisan Akibat Kematian 
Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan hartahanya 
semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang 
tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup 
maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. 
4. Keadilan dalam Pemikiran Islam 
Membicarakan hukum Islam berarti berbicara Islam itu sendiri, sebab 
memisahkan antara hukum Islam dengan Islam adalah sesuatu yang mustahil, 
selain hukum itu bersumber dari agama Islam, hukum Islam juga tidak dapat 
dipisahkan dari iman dan kesusilaan. Sebab ketiga komponen inti ajaran Islam 
adalah iman, hukum, dan akhlak adalah suatu rangkaian kesatuan yang 
membentuk agama Islam itu sendiri.6 
Setelah mengkristal menjadi Islam dan diturunkan ke bumi maka Islam 
menjadi rahmatan lil alamin yang mencakup seluruh aspek kehidupan, aspek 
kehidupan itu sendiri terdiri atas tiga bagian pokok yaitu Tuhan, manusia, dan 
alam. Kumpulan ajaran-ajaran pokok Islam tersebut terangkum dalam dalam Al-
_____________ 
6M.D Ali, Hukum Islam Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 18 
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Quran dan Hadis yang membentuk sebuah ajaran tentang Islam yang lazim disebut 
aqidah. Akhirnya aqidah juga terbagi menjadi tiga bagian, aqidah tentang Tuhan, 
aqidah tentang manusia dan aqidah tentang alam. 
Aqidah tentang Tuhan adalah ekpresi teoritik yang berwujud keyakinan atau 
pemikiran tentang Tuhan, sedangkan aqidah tentang manusia adalah ekpresi 
teoritik yang berwujud keyakinan atau pemikiran tentang alam, selain alam 
manusia itu sendiri. Ikatan aqidah tersebut perlu diaktualisasikan dalam tindakan 
nyata yang bisa disebut muamalah. Muamalah bukan hal yang hanya bertalian 
antara manusia dengan manusia, tetapi seluruh jangkauan yakni muamalah 
terhadap Tuhan, muamalah terhadap manusia dan muamalah terhadap alam. 
Muamalah terhadap Tuhan yaitu ekpresi sosiologik yang berwujud pelayanan 
terhadap kehendak Tuhan di alam ini, yang menjadi sasarannya adalah manusia 
juga, muamalah terhadap manusia adalah ekpresi sosilogik terhadap manusia, dan 
muamalah terhadap alam adalah pelayanan terhadap alam, dan sasaran pokok juga 
manusia. Dengan kata lain Al-Qur’an membawa ajaran yang memuat aspek jasa 
terhadap Tuhan, alam, dan manusia. Dengan demikian yang dimuat dalam Al-
Qur’anmembawa aspek-aspek keseimbangan yang nyata terhadap Tuhan,manusia, 
dan alam.7 
Proses aktualisasi ajaran Islam kemudian melahirkan nilai-nilai yang umum 
dikatakan ibadah, maka ibadahpun kemudian terbagi dalam tiga ketegori. Ibadah 
kepada Tuhan, ibadah melalui manusia dan ibadah lewat alam. Ibadah kepada 
Tuhan adalah pengabdian yang langsung dijalankan berdasarkan tuntutan aqidah 
syariat. Sedang ibadah melalu imanusia adalah nilai yang terkandung dalam 
pelayanan sesama manusia. Akidah, muamalah, dan ibadah adalah seluruh gerak 
jiwa raga manusia yang diatur dengan suatu perangkat yang disebut hukum Islam. 
Meyakini Islam berarti terikat dengan hukum Islam itu sendiri, sedangkan hukum 
Islam hanya akan berwujud jika hukum tersebut diterapkan oleh pemeluk-
pemeluknya dengan dorongan batin yang kuat. Tatanan keseimbangan tersebut 
bersifat supranatural dan alat mendukung kemungkinan-kemungkinan yang ada 
_____________ 
7Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz 14, (Beirut Libanon: Darul Kitab Al a’roby, 1996), hal. 28 
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dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat gandanya: universal dan abadi. Ia tetap 
sama untuk segala zaman dan untuk semua orang. 
Selama ini sepertinya semua sepakat bahwa hukum hanya mengatur urusan 
manusia dengan manusia yang lain dan hukum baru adasetelah adanya manusia, 
yang berarti pula hukum hanya ada dalam masyarakat manusia dan seolah-olah 
hukum di luar masyarakat manusia tidak pernah ada. Akan tetapi kalau 
mempunyai pendapat bahwa hukum itu mempunyai fungsi mengurus tata tertib 
masyarakat, maka tentu harusada yang mengakaui bahwa masyarakat yang ada 
didalamnya diatur olehhukum. Ini berarti hukum itu untuk semua yang ada di 
alam semesta ini. 
Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan.Kaitannya 
dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacupada pokok agama 
Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Arti dari tujuankeadilan melalui jalur hukum 
yang harus berawal dari dua segi danmengarah pada keadilan dua segi juga. 
Khususnya yang berkaitan denganhukum agar manpu tampil sesuai dengan prinsip 
keadilan secara umum.Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum 
universal yangmampu tampil dimanapun dan kapanpun sesuai dengan 
fitrahditurunkannya Islam ke muka bumi.8 
Maksud dari muara keadilan dua segi adalah tujuan akhir berupakeadilan 
yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mestiberorientasi pada 
keadilan terhadap manusia dan keadilan terhadapTuhan. Keadilan bagi manusia 
mengarah pada berbagai definisi keadilanyang tidak buka, mungkin antara satu 
masyarakat manusia dengan yanglainnya berbeda dalam mengartikan keadilan 
hukum. Artinya fleksibilitasproduk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam 
heterogenitas manusiadan lingkungannya, sedangkan muara keadilan adalah 
kepada Allah.Hukum Allah adalah produk hukum yang tetap menempatkan Allah 




8Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta:UII Press,2005), Hal. 
153 
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5. Prinsip Hukum Islam Yang  Berkeadilan Gender 
a. Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral 
Kewarisan bilateral dalam hukum Islam mengandung dua nilaikeadilan, 
yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan 
yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang 
transendental. Artinya keadilan dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan 
secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak 
dan tingkah laku mahluk dari awal kejadian sampai peraturan yang menjadi 
standar tingkah laku makluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang 
mendasarkanprinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi. 
Hukum kewarisan Islam hasil ijtihat Syafi’i oleh sebagian besar umat Islam 
telah dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum 
yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Al-Qur’an dan Hadis, 
sehingga layak bagi setiap muslim untuk merasakan tidak adil terhadap hukum 
kewarisan tersebut. Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai 
prinsip keadilan obyektif semata keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama 
bagi masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab 
kewarisan Syafi’i bercorak patrilinial. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu 
penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif 
sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus, yaitu keadilan obyektif 
dan keadilan subyektif. 
Persoalannya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya terdapat 
kekeliruan konsep hukum Islam dalam menangkap pancaran hikmah Allah dalam 
Al-Qur’an berupa hukum kewarisan Islam. Jawabannya akan kembali pada sejauh 
mana argumentasi normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep 
dengan norma dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana Al-Qur’an dan Hadis 
merestui konsep yang ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah pentingnya 
adalah bagaimana penerima konsep bersedia untuk membuka diri terhadap norma 
dan rasio.9 
_____________ 
9Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Kewarisan Islam...,hal. 160 
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Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil 
dipandang dari dua segi yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan 
rasional, konsep keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab berangkat dari 
kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewarisan bilateral terbentuk dari pola 
budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan 
secara umum, sedang keadilan metafisis yang ditawarkan adalah keadilan yang 
terpancar dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu Al-
Qur’an dan Hadis. 
b. Keadilan Gender 
Konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandangmemenuhi 
standar keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangandomonasi laki-laki 
dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi’i, anak 
perempuan menjadi asabah bukan atas kedudukan sendiri sebagai asabah tetapi 
disebabkan adanya anak laki-laki yang menariknya sebagai asabah, dalam bahasa 
Syafi’i disebut asabah bi alghairi. 
Konsep kewarisan model Syafi’i tersebut bertolak belakang dengan konsep 
yang ditawarkan Hazairin, dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan 
mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, keduanya berdiri 
sendiri tanpa adanya ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Konsep 
mawali bila dibandingkan dengan prinsip NaminemLaederenya Soekanto akan 
menampakkan keserasian. Sebab mawali menjadikan cucu sebagai ash-habul 
faraidl, pada kewarisan Syafi’i yang dirugikan oleh saudara pewaris menjadi ahli 
waris yang mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya. 
Demikian pula dengan prinsip Suum Cuique Tribuere. Bila anak laki-laki 
mempunyai kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama bagi anak 
perempuan. Hal ini sesuai dengan penggantian SuumCuique Tribuere yaitu “apa 
yang anda boleh mendapatkannya”. Begitu juga dalam Al-Qur’an Allah tidak 
pernah membedakan laki-laki dengan perempuan. 
Di samping itu konsep kewarisan Syafi’i yang dinilai bias gender adalah 
perbedaan kemampuan menghijab antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-
laki dapat menghijab para saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun 
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perempuan, kakek dan nenek dari pewaris mempunyai kemampuan untuk itu. 
Sedangkan dalam konsep kewarisan bilateral, anak laki-laki dan perempuan 
mempunyai kemampuan yang sama dalam urusan hajib-mahjub. 
Anehnya, bagi sebagian orang bentuk ketidaksetaraan laki-laki dengan 
perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam 
kewarisan Islam, bahkan beberapa peneliti ada yang menganggap hal itu sebagai 
bentuk keadilan. Crosby (1982), Feather (1990), Jacson dkk (1992) menemukan 
bahwa perempuan lebih mudah memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat 
tersebut. Hal semacam ini cenderung menjadi false consciousness yang perlu 
perhatian dan usaha untuk memperbaikinya, sebab Al-Qur’an tidak pernah 
membedakan jenis kelamin dalam keadilan kewarisan. 
6. Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam 
Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kataal-adlu, di 
dalam Al-Qur’an kata al-adlu atau turunannya disebut lebihdari 28 (dua puluh 
delapan) kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat 
perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan 
dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akam 
memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan 
penggunaannya.10Dalam hubungan 
dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan 
kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak 
dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluandan 
kegunaan. 
Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilandalam 
pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan 
bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya 
sebagaimana laki-laki dan perempuanmempunyai hak yang sama kuatnya untuk 
mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebut dalam Al-Qur’an dalam surat an-
Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak 
_____________ 
10Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hal. 24-27 
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mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan 
kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki, dan anak 
perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan 
perempuan (ayat 12 dan 176). 
Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat 
dalam dua bentuk. Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan 
perempuan; seperti ayah dengan ibu sama-samamendapatkan seperenam dalam 
keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan 
dalam ayat 11 surat an-Nisa. Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara 
perempuan sama-sama mendapat seperenam. Apabila seorang pewaris tidak 
memiliki ahli waris langsung seperti suami/istri, anak, bapak dan ibu maka berlaku 
surat an-Nisa’ ayat 12. Kedua: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali 
lipat dari yang di dapat oleh perempuan yaitu: anak laki-laki dengan anak 
perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-
Nisa’. 
Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat 
ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan 
dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat 
menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena 
secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan 
wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban 
ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; 
sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 34. 
Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan 
tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar 
manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak 
wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, 
namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada wanita, dalam 
kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas wanita. Inilah 
konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Walaupun kerabat garis ke atas, 
yaitu orang tua dan kerabat gariske bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta 
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warisan bahkan dalam surat An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa keduanya 
mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang 
diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan 
dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini dapat dikaji 
dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang 
tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. 
Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan 
kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris 
berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi 
pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-
laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan 
kewajiban yang harus dipikulnya. 
Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta 
warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat 
bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah 
adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya 
pembagian harta warisan tetapi untuk jangka waktu yang lama sampai pada usia 
dewasa, yang kecil membutuhkan materi yang sama banyaknya dengan orang yang 
sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya keperluan orang dewasa dengan 
lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan dikaitkan pula kepada 
perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya akan 
mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah 
keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan 
keadilan yang sama rata. 
 
Penutup 
Dari uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatukesimpulan 
bahwa Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan 
gender dengan bukti: 1) Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang 
sama kuatdalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun 
darisaudaranya. 2) Perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh 
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hukumwaris Islam. Anak Perempuan sebagai dzawil furud apabila tidak ada anak 
laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akanmenjadi asobah 
bersama dengan anak laki-laki. 3) Perbandingan antara suami dan istri dengan 
perbandingan (2:1),apabila suami sebagai satu-satunya orang yang bertanggung 
jawabekonomi rumah tangga. Apabila suami bukan sebagai satu-satunyayang 
bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandinganini bisa berubah. 4) 
Hukum Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagaiahli waris 
terhadap orang tua laki-laki, orang tua perempuan danterhadap saudaranya. 
Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan yang berkeadilangender yaitu 
hukum yang memperhatikan hak-hak laki-laki maupunperempuan, dengan tidak 
meninggalkan nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan 
dunia dan akhirat. Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat 
atau “rahmatan lil alamin” yaitu rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan 
musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak 
diridhoi oleh Allah. 
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